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LEMIBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menjadi Retribusi
Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufl &, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Dacrah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas



{Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

>. Undang-Undang Nomor 28 Takun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perafuran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahzn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575}

3

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Femenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tshun 2010 tentang Tata cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:



@

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/

ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengar:

1
2

W

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Daerali adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahan 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sehagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi fugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN]), atau badan usaha milik daereh (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apepun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badar.
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11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan bara 1g, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badar:.

12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

13.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah atas
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

14.Mobil/Kenderaan Penyedotan Kakus adalah mobil/kenderaan yang dimiliki dan

15.Tinja adalah Lirnbah yang berasal dari buangan bilogis Manusia.

16.Septic Tank adalah Tempat penampungan Tinja yang disalurkan dari Kakus.

17.Tempat dan/atau Pembuangan Tinja adaiah areal yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tempat pembuangan Tinja.

18.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menuruf
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwsjibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah vang bersangkutan.

20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukt
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDUB,
adalah surat ketetapan Rztribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidek terutang.

22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan
kewajiban retribusi uaerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
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24.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukt yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/
atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(@)

Pasal 4

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagay Retribusi Jasa
Umum.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribasi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmad pelayanan penyediaan fasilitas penyediaan
dan/atau vpenyedotan kakus yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

O
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Pasal 6

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

BAB II¥
PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 7

Prins'p dan sasaran dalamn penetapan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeliharaan/perawatan,
pengawasan dan pengelolaan mobil penyedotan kakus.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan dapat mengajukan permohonan untuk pemakaian
kenderaan penyedotan kakus vang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh
pemerintah Daerah kepada Bupati dan/atau Pejabat yang dihunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbuat dengan jelas
dalam bahasa Indonesia. _

(3) Surat perrnohonan pemakaian mobil penyedotan kakus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan selambat-lambatriya 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian.

Pasal 9

{1) Bupati dapat mengabulkan dan/ate menolak permononan pemakaian kenderaan
penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setelah mendapat
pertimbangan dari Dinas/instansi terkait, baik secara administrasi maupun secara
teknis.

(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati dan/atau Pejabat yang dihunjuk
menerbitkan Surat Keputusan pemberian Izin Pemakaian.
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(3) Dalam hal permchonan ditolak, maka Bupati dan/atau Pejabat yang dihunjuk
membertahukan alasan-alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tatla Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 10

{1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tngkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2} Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur
berdasarken klasifikasi jenis bangunan dan frekuensi penyedotan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besamya ' . Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus
berdasarkan atas pemakaiin Kenderaan Penyedot Kakus, ditetapkan adalah sebagai
berikut:

(1) Hotel Berbintang;

a. Bintang Satu ... . Rp. 200.000,- /penyedotan
b. BintangDua . ... Rp. 225.000,- /penyedotan
C. BintangTiga ... .. Rp. 250.000,- /penyedotan
d. Bintang Empat .. ... Rp. 275.000,- /penyedotan
(2) Hotel Melati/Non Bint: 4, Penginapan:
a. Melati Satu ... s B SRR S e e g R SR e Rp. 125.000,- /penyedotan
b. Melati Dua ... s R 125.000,- /penyedotan
C. Melati Tiga ... .. SRS scp e SRR A SR Rp. 125.000,- /penyedotan
d. Melati Empat ... .. ..o Kp. 125.000,- /penyedotan
€. Penginapan, Mess, Pesanggrahandan sejenisnya... Kp. 125.000,-/ penyedotan
(3) Restoran/Rumah makan dan sejenisnya ................... Rp. 125.000,-/ penyedotan
(4) Perkantoran dan Perusahaan:
a. Instansi Pemerintah, TNI/POLRI ......... T Rp. 75.000,-/ penyedotan
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b. Bank Pemerintah/Swasta .....cccooeeeoeeveiereeenennn. Rp. 100.000,-/ penyedotan
¢. Perusahaan Daerah /BUMND/BUMN .................. Rp. 100.000,-/ penyedotan
d. Perusahaan SWata .........cccccoovevovveoveoeereeeen.. Rp. 150.000,-/ penyedotan
€. KOPEIasl ..icccc. coiiiiiciiiiiiic e e e Rp. 75.000,-/ penyedotan
(5) Rumah Sakit ..ot Rp. 100.000,-/ penyedotan
Pasal 12
(1) Toko/ PertoKoan ........cccoecveeeeueeeeeeeeereeeeoeoooo Rp. 75.000,-/ penyedotan
(2) Rumah Tangga ....o.ocoovveveveeieeieeeeeeeeeeeeeeo Rp. 65.000,-/ penyedotan
(3) Rumah Ibadah ......... ARV S S 40 Smmam sy RS E SR SR Rp. 50.000,-/ penyedotan
(4) Sekolah ................. e Rp. 50.000,-/ penyedotan
Pasal 13
Terhadap kegiatan penyedotan kakus yang dilakukan di luar wiiayah Daerah dikenakan

tambahan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM] sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

{1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekati.

(2) Masa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah dalam waktu lama
pemakaian sebagaimana tertera pada Surat Izin Pemakaian yang diberikan oleh
Bupati.

{3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4} Penetapan tarif Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian mobil penyedot Kakus berdasarkan klasifikasi
dan irekuensi penyedotan.

(6) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
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BABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagiun Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut diwilayah
Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

{1) Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3} Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 17

{1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaiten langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
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(2} Ketentian mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi tertenta dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diagjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya. ‘

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalab suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5} Pengejuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

{1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal dan Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 20

-10 -
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{2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pernbetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 21

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atan karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan retiibusi daerah.

{(2) Bupati dapat:

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;

C. mengurangkan ataui membatalkan STRD;

©
o

. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi vang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administatif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PI NGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

O
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~ (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) buian, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayararn: Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), haru~ memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3} telah
dilampaui dan Bupati tidakz memberikan suatu keputusan, permohorian
pengembalian pembayaran retribusi dianggep dikebulkan dan SKRDLB harus
diterbitkar: dalam jangka vaktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupedti.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mz=njadi kedaluwarsa setelgh melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedeluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung. "
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
@ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggul diterimanya Surat Teguran tersebut.

-1«
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(4) Pengakuan utang Pajak secera langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengekuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonarn angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajit Retribusi.

Pasal 24

(1) Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat. dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsz diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

'S Pasal 25

(1} Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemaniaatan insentif
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
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bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapcran
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ager keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah; v

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, den/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Uncang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang fidak meleksanakan kewajibannya schingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
dendla paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimena dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasai 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

©

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan penyed’aan dan/atau penyedotan kakus
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang,

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 31

Ketentuan Ilebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini 1 wlai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundaugkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
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. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tepanuli
Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlzdau.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah i1 muled berfaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

~ Ditetapkan di Pandan
;"Ii PARAF PFNANP“ .:iN'.'w' ”‘ ”‘ pada tanggal 1 Desember 2011
i WKL B AT ' BUPATI TAPANULI TENGAH
.,_;)1 [~ ST REIE
~ el ST S -
- o iAeR o AUMUM] 3
& 1 HrRBAG ttd
i !KL\SI YR
== RAJA BONARAN SITUMEANG
Diundangkan di Pandan

Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

//ﬁ

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011
SERIC

O
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